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ABSTRAK
Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan sehingga inilah
yang lebih tepat disebut akad. Praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah,
meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh
kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur) tetap melaksanakan apa yang
diperjanjikannya dengan meminta ahli waris dari nasabah tersebut untuk
melanjutkan perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh nasabah (meninggal
dunia). Hal ini, didasarkan pada kontrak pembiayaan murabahah bil wakalah
Nomor, 13/236-3/056 PKS antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah
(anggota koperasi KPN Amal) di Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal
253 KHES, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, secara
tidak langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli waris dari
nasabah (meningal dunia) dan pihak bank. Dari permasalahan tersebut, melatar
belakangi penulis di dalam menelaah masalah “Klausul Meninggal Dunia dalam
Kontrak Pembiayaan Bank Syariah No. 13/ 236-3/056 PKS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konsep (conceptual approach), yang bersifat normatif deskriptif dimaksudkan
untuk menyelidiki/menggambarkan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari
berbagai aturan hukum berkaitan dengan klausul meninggal dunia, seperti:
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Serta, konsep-konsep terkait klausul
meninggal dunia dalam hukum perjanjian syariah. Sehinga, dari metode tersebut
dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, klausul meninggal dunia dalam akad
pembiayaan bank syariah No. 13/236-3/056 PKS lebih diarahkan pada aturan teori
hukum perjanjian syariah yang berakhirnya akad karena kematian. Sehingga,
konsep klausul meninggal dunia terkait dengan makna, dan akad pembiayaan
bank syariah Mandiri (BSM) Padangsidimpuan, yang mengakibatkan kurangnya
kepercayaan nasabah atas penerapan prinsip syariah. Untuk itu, aturan mengenai
klausul meninggal dunia yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam akad kontrak,
dan setelah ditanyakan maka ada penjelasan tentang indikator-indikator tertentu
dalam klausul meninggal dunia, hal ini tidak sesuai dengan akad dengan
penjelasan dari pihak Bank, sedangkan dalam hukum perjanjian syariah
melihatnya pada akad, maka tidak semua akad yang berakhir akad karena
kematian, apabila membuat indikator-indikator klausul meninggal dunia maka
harus dicantumkan dengan jelas di akad kontrak tersebut agar sesuai dengan
perjanjian sebelumnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب ba’ b be

ت ta’ t te

ٽ ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim J je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر ra’ r er

ز zai z zet

س sin s es

ش syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)

ط ṭa’ ṭ te (dengan titik dibawah)

ظ ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain g ge

ف fa’ f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka
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ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و wawu w we

ه ha’ h ha

ء hamzah ‘ apostrof

ي ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t.

متعقدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

هبة ditulis hibbah

جزية ditulis jizyah

كرامه الأولياء ditulis karāmah al-auliyā’

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri
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D. Vokal Pendek

ـِ Kasrah ditulis i

ـَ Fathah ditulis a

ـُ dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعى ditulis yas’ā

kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'idat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum



xi

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن ditulis al-Qur’ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-Samā’

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis ẓawī al-furūd

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang

mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan

barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut

oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.

Menurut Belleferoid sebagaimana yang dikutip oleh Aris Anwaril Muttaqin,

hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib

masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.

Dengan demikan hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman

untuk mencapai keadilan dan sebagai undang-undang.1

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang

membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum yang global.

Karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran

hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas

permasalahan umat seiring dengan berekembangnya zaman membuat hukum

Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna

memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik serta dapat memberikan

kemaslahataan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia

1Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum
Bisnis Syariah, (Yogyakarta: IKAPI, 2015) hlm 1.
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pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan

oleh syariah Islam.2

Interaksi antar sesama manusia dibangun dalam Islam atas dasar

keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama. Yang

membedakannya hanyalah amal perbuatan dan balasan yang di terima.

Balasan baik hanya akan diterima jika berbuat baik. Sedangkan jika berbuat

keburukan maka balasan buruk yang akan diterima.3 Disisi lain, mengingat

secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka

berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan Ibadah dan muamalat.

Dengan demikian, sangat penting di dalam mengetahui bagaimana konsep

perjanjian yang diatur dalam syariat Islam. Hal ini sejalan juga dengan

adanya kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjalankan hukum Allah

dengan sepenuhnya (kaffah).4

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang

berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan

sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad.

Biasanya jika seseorang berjanji kepada orang lain, maka

perjanjiantersebut diistilahkan dengan perjanjiansepihak dimana hanya

seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain sementara orang

2Dance Y Flassy, Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional Suatu Kajian
Kontemporer, (Jakarta: UI Pres, 2005), hlm. 2.

3Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah… hlm.1.
4Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan

Implementasi, (Yogyakarta: IKAPI, 2010) hlm.2.
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yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai alasan

(kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sedangkan, apabila dua orang

saling berjanji maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan

seseuatu kepada pihak lainnya, yang artinya masing-masing pihak berhak

untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain dan secara tidak

langsung dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.5

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bertujuan untuk saling

mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal

yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan

demikian akad diwujudkan dalam ijabdan qabul yang menunjukkan adanya

kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh

kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa

seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru

dianggap sah apabila secara keseluruhaan tidak bertentangan dengan syariat

Islam. Dengan adanya ijabkabul yang didasarkan pada ketentuan syariat,

maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan,

yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau peengalihan kemanfaataan dan

seterusnya.6

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan

apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam

perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang

disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau

5Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012) hlm. 37.
6Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia… hlm. 23.
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bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi. Pihak

yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa

dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih

dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari

pembayaran ganti kerugian.7

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak dilaksanakannnya

perjanjian oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, dalam hal

pihak yang menunaikan prestasi meninggal dunia, maka secara tidak

langsung perjanjian tersebut batal dengan sendirinya karena isi kontrak

mustahil untuk dilaksanakan. Hal tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 253, yang berbunyi:

“Akad mudharabahberakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau

mudhorib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”

Sedangkan, praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah,

meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dibuat

oleh kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur) tetap melaksanakan apa

yang diperjanjikannya dengan meminta ahli waris dari nasabah tersebut untuk

melanjutkan perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh nasabah (meninggal

dunia).Hal ini, didasarkan pada kontrak pembiayaan murabahah bil wakalah

Nomor, 13/236-3/056 PKS antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah

(anggota koperasi KPN Amal) di Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

7Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam… hlm. 85-86.



5

Permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan aturan yang terkandung

dalam Pasal 253 KHES sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya,

menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, secara tidak

langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli waris dari

nasabah (meningal dunia) dan pihak bank. Oleh sebab itu, kajian mengenai

“Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah” dirasa

penting untuk diteliti, mengingat permasalahan tersebut memungkinkan

terjadinya perselisihan di antara para pihakyang mengadakan perjanjian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan

bank syariah mandiri (BSM) No. 13/236-3/056PKS?

2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap klausulmeninggal

dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya,

penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahuikonsep meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank

syariah.

b. Mengetahui pandangan hukum perjanjian syariah terhadap klausul

meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan:
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a. Secara teoritis: dapat dijadikan dasar bagi para peneliti selanjutnya

yang objek kajiannya mengacu pada klausul meninggal dunia, serta

bermanfaat bagi masyarakat umum, khusunya para pihak yang

melakukan kontrak pembiayaan di bank syariah.

b. Manfaat Praktis: dapat memberikan tambahan referensi (bacaan)

terkait klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank

syariah, bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya,

para praktisi di lingkup perbankan syariah.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap beberapa hasil riset, pembahasan

mengenai klausul meninggal dunia di dalam mendukung persoalan yang

diteliti. Penulis berusaha mengambil referensi dan rujukan yang relevan

terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa hasil riset

yang terkait dengan persoalan tersebut dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Hasil riset yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas

Meninggalnya Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah” yang

disusun oleh Arya Ramadhan,8 dalam riset ini menjelaskan mengenai

akibat hukum dari meninggalnya mudharib serta perlindungan hukum bagi

bank syariah atas meninggalnya mudharib tersebutdalam pembiayaan

mudharabah yang terjadi di perbankan syariah.

8Arya Ramadhan, Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya Mudharib
dalam Akad Pembiayaan Mudharabah ,Jurnal Ilmiah,http://www.e-
jurnal.com/2016/04/perlindungan-hukum-bagi-bank-syariah.htmldiakses tanggal 12 November
2016.
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2. Hasil riset yang berjudul “Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya

dalam Perjanjian Pembiayaan Musyara’kah Pada Bank Syariah (studi

putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn), disusun

oleh Nurjannah, dalam riset ini menekankan pandangan hukum perjanjian

Islam,9 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait

dengan akibat hukum dari penerapan klausul eksonerasi dalam suatu

perjanjian, sertapertimbangan hakim mengenai kekuatan mengikat klausul

tersebut dalam pelunasan pembiayaanmusyara’kahsetelah nasabah debitur

meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

3. Hasil riset yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman

Barang dalam Pengiriman Barang Paket dengan Klausul Eksonerasi (studi

kasus di ELTEHA Internasional LTD Cabang Medan”,disusun oleh Olga

Anne Marie Depari10. Riset ini secara tidak langsung menjelaskan

kekuatan hukum klausul eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang

yang dibuat secara sepihak serta tanggung jawab perusahaan

pengangkutan barang dalam membayar ganti rugi pengirimaan barang

9Nurjannah, Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan
Musyara’kah Pada Bank Syariah (studi putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.
Mdn), Tesis Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan 2015,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56937/6/Cover.pdf, diakses tanggal 12 November
2016.

10Anne Marie Depari, Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang dalam
Pengiriman Barang Paket dengan Klausul Eksonerasi (studi kasus di ELTEHA Internasional LTD
Cabang Medan, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan 2003,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4978/1/D0300619.pdf, diakses tanggal 12
November 2016.
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paket dengan klausul eksonerasi. Sehingga, nantinya dapat menemukan

upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak kedua (pemakai jasa) apabila

terjadi kehilangan atau keterlambatan barang paket oleh perusahaan

pengirim barang.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa hasil riset yang dilakukan

oleh peneliti sebelumnya belum mengarahkan objek kajiannya pada klausul

meninggal dunia. Karena, dalam riset tersebut klausul meninggal dunia hanya

dijadikan landasan di dalam menjawab persoalan yang menjadi objek

penellitian baik yang menyangkut perlindungan hukum bagi bank syariah atas

meninggalnya mudharib maupun pertimbangan hakim mengenai kekuatan

mengikat klausul eksonerasi dalam pelunasan pembiayaanmusyara’kahsetelah

nasabah debitur meninggal dunia. Hal tersebut, berbeda dengan objek kajian

penulis, yang memfokuskan kajiannya pada klausul meninggal dunia dalam

kontrak pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.

E. Kerangka Teoritik

Kontrak pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan

kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat

secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak

yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori ada

perbedaan defenisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal

1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan adalah memberi

sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada Pasal 1313

ayat 2 KUH Perdata, istilah perjnajian diartikan sebagai suatu perbuatan
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hukum di mana seseorang atau lebih mengingatkan diirnya terhadap satu

orang atau lebih.11

Perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat

hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang mebuatnya Pasal 1338 ayat 1 KUH

Perdata. Meskipun keterikatannya hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat

perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari perikatan dapat dipaksakan

secara hukum.12 Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan

perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (al-‘aqadu)dan kata ‘ahd (al-ahdu),

al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjaian,

sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji

atau perjanjian.

Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah

perikatan atau verbintenis, sedangkan kata al-‘ahdu dapat dikatakan sama

dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari

seseorang untuk mengerjakan atau tiak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada

sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Jadi, hanya mengikat bagi orang

yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya akad lebih tepat

diterjemahkan dengan perjanjian, walaupun dikatakan sebagai perikatan.

Namun, sebenarnya adalah perikatan lahir dari perjanjian. Sedangkan al-

11Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, cet-1 (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm.11.
12Ibid.
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‘ahdu justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi hanya

merupakan janji untuk diri sendiri, dan bukan berjanji untuk orang lain

sebagaimana diistilahkan dengan perjanjian sepihak (perjanjian beban

sepihak).13

Untuk sahnya suatu perjanjian dalam ajaran Islam, harus dipenuhi

rukun dan syarat dari suatu akad, rukun adalah unsur yang mutlak harus

dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah

unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun

akad yang utama adalah ijᾱbdan qabul. Akad memiliki tiga rukun yaitu,

adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafazh

akad.14

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian di

antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya

dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, di mana masing-

masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan apa-apa yang

menjadi isi perjanjian perdamaian, dan seandainya salah satu pihak tidak

menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu

dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya). Dan perlu dicatat, bahwa

perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan kalaupun

hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

13Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam… hlm. 5-6
14Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia… hlm. 28
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menjalankan

pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode

investasi. Perjanjian hubungan investasi antara bank syariah dan nasabah ini

disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan

menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya

tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah,

musyara’kahdan lainnya. Di samping itu, bank syariah juga terlibat dalam

kontrak murabahah. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip

mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga

kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak

timbul.15

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada

penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti

akan terbayar. Penerima pembiayaaan mendapat kepercayaan dari pemberi

pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka

waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.16

15Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2002) hlm.
16.

16Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 105-106
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Akad pembiayaan pada dasarnya adalah hubungan muamalah tidak

secara tunai. Karena dalam pengertian mengenai pembiayaan tersebut, pihak

lain yang menerima dana pembiayaan dari bank atau nasabah penerima

fasilitas wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.17

Untuk tercapainya kebaikan dan terhindar dari kerugian bagi pihak-

pihak yang melakukan akad pembiayaan tidak secara tunai, maka akad

pebiayaaan harus dibuat secara tertulis. Hal tersebut, dilakukan untuk

mengantisipasi apabila bank berperkara dengan nasabah, baik perkara perdata

maupun pidana, di mana bank perlu mempunyai alat bukti yang kuat, yaitu

suatu alat bukti tertulis. Karena itu dikaitkan dengan pembuktian, maka akad

pembiayaan yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu alat bukti yang

penting, baik bagi bank maupun bagi nasabah.18

Disamping untuk mengantisipasi timbulnya kemungkinan bank

berperkara tersebut, maka bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang

berlaku dan mewajibkan bahwa suatu akad pembiayaan harus dibuat secara

tertulis19 yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (2) berikut penjelasannya pada huruf a

dalam UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 yang berbunyi:

‘Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

17Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.162
18 Ibid., hlm.162-164
19Ibid., hlm.164
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Penjelasan:

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat,
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam
bentuk perjanjian tertulis;

Akad pembiayaan adalah sama dengan perjanjian pada umumnya.

Karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dan akad juga

merupakan salah satu sumber iltizam, maka menurut Wangsawidjaja yang

didasarkan pada qiyas atau penafsiran secara analogi, ketentiuan mengenai

berakhirnya perikatan sebagaimna diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata

sebagai hukum positif, juga dapat berlaku sebagai cara berakhirnya akad

dalam transaksi perbankan syariah.20 Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH

Perdata, ada 10 (sepuluh) syarat terhapusnya suatu perikatan, yaitu karena :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang (novasi);
4. Perjumpaan utang atau konvensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang (kwijschelding);
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal;
10. Lewatnya waktu (kadaluwarsa).

Dari sepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut, berakhirnya akad

pembiayaan dalam praktik perbankan antara lain disebabkan karena

pembayaran, pemabaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi),

dan pembebasan utang.21

20Ibid., hlm. 239
21Ibid.
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Beberapa akad akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang

pengakad diantara akad tersebut adalah:22

1. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut kalangan hanafiyyah, akad ijarah, akan berakhir dengan

meninggalnya salah seorang pengakad, meskipun ia merupakan akad

yang bersifat lazim untuk kedua pihak. Dengan kata lain, akd ini akan

terbatalkan dengan sendirinya dengan kematian. Mengingat kalangan

selain Hanafiyyah, ijarah tidak akan berakhir atau terbatalkan dengan

meninggalnya salah seorang pengakad. Faktor munculnya perbedaan

pendapat ini berangkat dari penggambaran tentang cara terjadi atau

sahnya ijarah.menurut Hanafiyyah ijarah terjadi pada manffat atau jasa

sesuai dengan kemunculannya sedikit demi sedikit. Maksudnya, seorang

penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara

berangsur-angsur seiring dengan berjalannya waktu. Maka, manfaat yang

muncul atau ada setelah meninggalnya pemilik bukanlah manfaat yang

menjadi milik si penyewa, sehingga akad tidak sah berlaku untuknya.

Menurut kalangan selain Hanafiyyah, manfaat dianggap seolah-olah ada

pada saata akd dilakukan dan penyewa memiliki manfaat dari barang

yang disewakan secara sekaligus dengan kepemilikan yang bersifat

lazim. Ini berarti ia bisa diwariskan sebagaimanaa diwariskannya barang

yang dijual. Jadi, ijarah sama dengan jual beli yang tidak abtal dengan

22Wahbah az-Zuhaili, Fiqh islam Waadillatuhu, cet IV(Darul Fikr: Gema Insani, 2007)
hlm. 573.
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meninggalnya salah seorang pengakad. Pendapat terakhir inilah yang

dipakai oleh Undang-undang madani Suriah23

2. Rahn dan Kafalah

Kedua akad ini termasuk akad yang lazim dari satu pihak yaitu

pihak yang memiliki piutang (da’in) yang meminta jaminan atau pihak

yang meminta adanya kafalah (makfullah). Maka apabuila rahin (pihak

yang memberikan jaminan) meninggak, barang yang menjadi jaminan

mesti dijual dengan oerantaraan washi-nya dan utangnya akan dilunasi

dari hasil penjualan barang jaminan tersebut jika ahli warisnya masih

kecil-kecil. Jika mereka sudah besar maka mereka akan mewarisi harta si

mayat dan mereka berkewajiban untuk membebaskan barang jaminan

dengan melunasi utangnya. Adapun kafalah, seandainya kafalah itu

bersifat kafalah utang maka ia tidak berakhir dengan meninggalnya

madin (pihak yang berutang). Ia hanya akan berakhir dengan salah satu

dari dua hal: melunasi utang kepda da’in atau adanya ibra’ (pembebasan)

dari utang. Apabila si kafil meninggal, utang diambil dari harta

warisannya. Jika kafalah itu bersifat kafalah jiwa, ia akan berakhir

dengan meninggalnya pihak utama yaitu pihak yang dijamin (makful)

dan juga dengan meninggalnya kafil karena tidak bisa lagi menghadirkan

sesuatu yang dijaminkan (makfu ‘anhu) dengan meninggalnya salah

seorang dari kedua orang tersebut.

23Ibid.,
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3. Syirkah dan wakalah

Dua akad ini termasuk akad yang bersifat ghair lazim dari kedua

pihak, dan kedua akad ini berakhir dengan kematian. Syirkah akan

langsung terbatalkan dengan meninggalnya salah seorang dari dua syarik,

baik pihak kedua mengetahui ia meninggal maupun tidak. Begitu juga

dengan meninggalnya wakil atau muwakki, baik salah satu pihak

mengetahui meninggalnya pihak kedua maupun tidak.

4. Muzaraah dan Musaqah

Kedua akad ini termasuk akad yang bersifat gharar lazim dari

kedua pihak. Abu Hanifah tidak membolehkan kedua akad ini. Kalangan

Syafiiyah membolehkan musaqah. Kalangan Malikiyah membolehkan

keduanya dengan beberapa syarat, di antaranya ada persamaan dalam sisi

keuntungan antara pemilik dan pekerja. Kalangan Hanabilah dan kedua

sahabat Abu hanifah membolehkan keduanya seacar mutlak. Berdasarkan

pendapat ini, maka kedua akad tersebut akan langsung terbatalkan

dengan meninggalnya pemilik tanah atau pekerja, baik sebelum kerja dan

penanaman maupun setelahnya, baik tanaman atau buah terssebut sudah

tiba saatnya untuk dipanen maupun belum.

Akan tetapi, apabila pemilik tanah meninggal sebelum tanaman

bisa dipanen maka tanah dibiarkan berada ditangan muzari (pengelola)

sampai waktu panen tiba untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua

belah pihak. Apabila pengelola meninggal maka ahli warisnya berhak

untuk meneruskan pekerjaan sampai panen tiba.
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Dalam hal ini ada beberapa akad yang memutuskan perikatan jika

salah satu pihak meninggal dunia.24

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu

agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang

diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif atau yang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang

merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam menjawab

permasalahan hukum yang dihadapi guna menghasilkan argumentasi, teori

atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.25

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, pendekatan

yang digunakan lebih diarahkan pada pendekatan konseptual (conceptual

approach), yang merupakan unsur-unsur abstrak dalam meawakili kelas-

kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada

hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular, yang

24Ibid., hlm.574.
25Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta

Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34
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bertujuan memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut

pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atibut

tertentu.26 Sehingga,  dapat dijadikan titik tolak di dalam mengkaji klausul

meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam membantu menjawab

persoalan yang diteliti adalah normatif deskriptif yang dimaksudkan untuk

memberikan gambaran atau pemaparan atas suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam menjawab

permasalahan27 terkait klausul meninggal dunia dalam kontrak

pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.

4. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini diperinci dalam berbagai macam

tingkatan, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatatan-catatan resmi atau risalah dalam

perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.28 Bahan

hukum primer dalam mengkaji objek penelitian yang diteliti,

diantaranya adalah:

26Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: IKAPI,
2012) hlm. 306.

27Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum…, hlm. 34 dan 183.
28Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 181.
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1) Kontrak dalam pembiayaan Bank Syariah yang terkait dengan

objek kajian yang diteliti;

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.29 adapun yang menjadi

bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Ensiklopedi Hukum Islam;

2) Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya

Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah;

3) Hukum Kontrak;

4) Fiqh Sunnah;

5) Fiqh Islam;

6) Fiqh Muamalah;

7) Hukum Kontrak Syariah.

c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari atas buku,

teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian,30 di antaranya

adalah:

1) Pembiayaan Bank Syariah;

2) Manajemen Bank Syariah;

3) Bank Syariah dari Teori ke Praktik;

29Ibid.
30Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: UHIII, 2010) hlm. 43.
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4) Islamic Finance;

5) Islamic Banking dan lain-lain.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara:

a. Studi pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang

dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder.31 Penelusuran bahan-bahan

hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,

mendengarkan, maupun melalui media internet.32

b. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung

antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya

secara langsung kepada responden atau narasumber atau informan

yang memahami persoalan mengenai klausul meninggal dunia

khususnya dalam kontrak pembiayaan yang terjadi pada bank

syariah.33

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis

yang memberikan gambaran mengenai klausul meninggal dunia dalam

kontrak pembiayaan bank syariah. Setelah bahan hukum tersebut

31Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 21
32Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normatif… hlm. 130
33Ibid., hlm. 131.
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digambarkan, kemudian bahan hukum yang diperoleh melalui bahan

hukum primer, sekunder maupun non hukum,34 dianalisis dengan kegiatan

memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung,

menambah atau memberi komentar terhadap objek penelitian yang diteliti.

Sehingga membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan

pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.35

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab,

adapun ke lima bab tersebut, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang mana memuat latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat uraian secara konsepsional mengenai tinjauan umum

tentang kontrak pembiaayaan baik dari definisi operasional, dasar hukum,

rukun syarat sahnya, hak dan kewajiban para pihak, subjek dan objek, tujuan

pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan serta berakhirnya

akad pembiayaan.

Bab Ketiga, pada dasarnya hampir mirip dengan bab kedua, hanya saja pada

bab ini lebih khusus meninjau masalah klausul meninggal dunia dalam

kontrak pembiayaan bank syariah.

34Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kjian BUdaya dan Ilmu Sosial
HUmaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: UH III, 2010) hlm.303.

35Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normatif…hlm.183.
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Bab Kempat, merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian,

yang memaparkanpandangan hukum perjanjian syariah terhadap klausul

meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah, baik dari segi

konsep maupun peraturan yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi

kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang

diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan, serta

menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad pembiayaan nomor No. 16/1850-3/056 bahwasanya konsep klausul

meninggal dunia yang ada di bank syariah mandiri (BSM)

padangsidimpuan dengan pihak asuransi bahwasya meninggal dunia

dalam Akad tidak dikhususkan sementara pada jawaban Akad

dkhususkan dalam hal kalusul meninggal dunia. Pada umumnya

perusahaan asuransi yang menentukan beberapa indikator yang dapat di

klaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim

antara lain: meninggal dunia karena bunuh diri, meninggal dunia karena

pemakaian narkoba dan sejenisnya, meninggal dunia di sebabkan

beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan

sebaginya, Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi

sebenarnya (memanipulasi data) dan adanya perbedaan data saat

pengajuan dan saat klaim.

2. Hukum perjanjian syariah memandang akad perjanjian , apabila salah

satu pihak meninggal dunia maka berakhirlah akad perjanajian tersebut.

Akan tetapi banyak perbedaan yang didapat didalam kalangan ulama

terhadap jenis-jenis akad yang digunakan. Akad-akad tidak semua akad

otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang. Akad-akad yang

berakhirnya perjanjian, jika terjadi kematian diantaranya akad sewa-

menyewa, ar-rahn, al-kafalah, asy-syirkah, al-wakalah, dan al-

muzara’ah. Dengan demikian klausul meninggal dunia merupakan akad



101

yang memutuskan suatu perjanjian tetapi dilihat juga dari segi akad yang

dilakukan. Tetapi didalam Akad No. 13/236-3/056PKS bahwasanya akad

yang dipakai adalah akad musyarakah dan akad musyarakah ini apabila

salah satu meninggal dunia maka berakhirlah suatu perjanjian. Hal ini

Bank Syariah Mandiri (BSM) padangsidimpuan dan pihak asuransi tidak

menerima hal tersebut karena meninggal dunia tersebut harus sesuai

dengan indikator yang ditentukan dalam penjelasan jawaban dari

AkadNo. 13/236-3/056PKS

B. Saran

1. Kepada nasabah yang melakukan Akad pembiayaan bank syariah

sebaiknya lebih teliti dalam menayakan segala hal menyangkut dalam

kontrak, dalam klausul meninggal dunia juga harus ditanyakan apakah

ada penghususan dalam meninggal dunia agar tidak terjadi ketidak

sesuaian anatara Akad dengan pengaplikasiannya

2. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Padangsidimpuan dan pihak

asuransi yang terkait sebaiknya jika apa yang tercantum dalam akad

maka seharusnya dilaksanakan. Tetapi tidak masalah jika dikhususkan

dalam klausul meninggal dunia karena ini untuk menghindari nasabah

yang adanya iktkad tidak baik dalam pemanfaatan kalusul meninggal

dunia. Dan selanjutnya untuk Akad berikutnya sebaiknya dicantumkan

saja didalam Akad tersebut bahwasanya ada pertauran konsep

pengkhususan meninggal dunia di Bank Syariah Mandiri dengan pihak
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auransi yang terkait, agar tidak terjadi perpindahan nasabah dari Bank

Syariah ke Bank Konvensional
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